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ABSTRAK

Delimitasi batas maritim merupakan proses penentuan dan penetapan batas-batas
maritim antar negara yang telah diatur dan merupakan perwujudan implementasi
UNCLOS 1982. Ratifikasi UNCLOS 1982 oleh Indonesia menjadikan penetapan
batas maritim dengan negara tetangga sebagai prioritas utama bagi Indonesia
dalam rangka mengimplementasikan Konvensi tersebut. Perth Treaty 1997 adalah
perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia
tentang delimitasi ZEE dan Landas Kontinen di Laut Timor. Pasca ditandatangani
pada 14 Maret 1997, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Perth Treaty 1997
karena merdekanya Timor Leste pada tahun 2002 menyebabkan perubahan
fundamental pada objek perjanjian sehingga perlu dilakukan perubahan untuk
menghindari perselisihan dan menciptakan kepastian hukum mengenai batas
maritim kedua negara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum
normatif dan didukung dengan metoda penelitian empiris. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap Perth
Treaty 1997 yang belum diratifikasi menurut Vienna Contvention 1969? 2.
Bagaimana konsekuensi terhadap rencana perubahan Perth Treaty 1997 menurut
UNCLOS 1982? Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa: 1.
Menurut Vienna Convention 1969, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Australia dapat membuat perjanjian baru dengan memutuskan instrumen status
perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat 1 (a) Vienna
Convention 1969. 2. Menurut UNCLOS 1982, Perth Treaty 1997 merugikan
Indonesia karena 4 (empat) hal, yaitu delimitasi landas kontinen tidak equitable,
pendekatan natural prolongation tidak relevan, penetapan landas kontinen
Australia lebih dari 200 mil menyalahi ketentuan Pasal 76 ayat 8 UNCLOS 1982,
dan adanya perubahan fundamental pada objek perjanjian sehingga perlu
dinegosiasikan ulang.

Kata Kunci: Konsekuensi Hukum, Perubahan, Treaty, Perth Treaty 1997.



